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5.1. Kesimpulan

1. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan calon hakim agung
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam
implementasi kinerja yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, Komisi Yudisial
diminta untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim
yang pada dasarnya kehormatan, keluhuran dan perilaku hakim tersebut ada pada
diri seorang hakim itu sendiri.

Pemberian sankst yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim
yang melanggar KEPPH hanya sebatas rekomendasi ketika dilakukannya
pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berupa
hasilnya dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat kecuali pada
pemberhentian, Komisi Yudisial hanya dapat merekomendasikan kepada
Mahkamah Agung. Komisi Yudisial berupaya penuh dalam strategis kinerjanya
untuk menciptakan Hakim yang berintegritas dengan melakukan konsep-konsep
pengawasan yang ada dalam strategis kinerjanya untuk beberapa tahun kedepan.
Hal tersebut dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efktifitas capaian kinerjanya
dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim. Masih lemahnya sistem
pengawasan Hakim di Indonesia saat ini maka sistem yang ideal terhadap
pengawasan Hakim di Indonesia adalah perlu ditetapkannya ketentuan bahwa
Majelis Kehormatan Hakim bukan hanya diselenggarakan saat usulan sanksi berat
saja namun, perlu juga ketika usulan sanksi tersebut adalah ringan, maupun
sedang, sebagai jalan tengah agar Komisi/iYudisial dan Mahkamah Agung
memiliki porsi yang jelas dalam mengawalysi hakim. Dalam melakukan tugas
pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial menerima Laporan
Masyarakat tentang perilaku hakim maka, semua laporan tersebut harus disertai
dengan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut. Jika

memang ada indikasi tentang pelanggaran hakim maka Komisi Yudisial
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selanjutnya dapat meminta bantuan untuk melakukan penyadapan kepada penegak
hukum.

Berdasarkan hal di atas, dalam keefektifan Komisi Yudisial dapat dikatakan
masih belum efektif untuk mempertahankan eksistensinya karena meskipun
Komisi Yudisial sudah melakukan beberapa upaya dalam sasaran strategis kinerja
dan lain halnya demi menjaga integritas Hakim, masih banyak kalangan-kalangan
lain yang melakukan pengawasan terhadap Hakim sehingga menjadikan
kewenangan Komisi Yudisial semakin abstrak. Kemudian dalam melaksanakan
wewenangnya, Komisi Yudisial melakukan penyeleksian terhadap Hakim Agung
dimana Komisi Yudisial dituntut untuk menciptakan Hakim yang berintegritas,
namun integritas Hakim itu sendiri masih dinilai rendah oleh masyarakat karena
dengan berbagai hal seperti masih banyaknya operasi tangkap tangan yang didapat
oleh KPK dan hal lainnya. Aspek integritas yang dinilai yaitu, kehati-hatian,
keteguhan diri, pengendalian diri, adil, keyakinan, keberamalan dan kesiapan atas
resiko, sedangkan aspek yang dinilai dalam kepercayaan publik, yaitu keterbukaan,
loyalitas, konsistensi, kompetensi, dan kepercayaan diri. Faktor personal yang
berkaitan dengan agama dan lingkungan keluarga, kemudian faktor struktural
yang berkaitan dengan lingkungan kerja yang memengaruhi pribadi, dan ketiga
adalah faktor sosial di mana kondisi lingkungan sosial di rumahnya yang
memengaruhi pribadi hakim. Hal ini menandakan bahwa Hakim dapat berintegritas
jika mematuhi kepalanya dalam artian kembali lagi kepada kepercayaan agamanya
dan keluarganya. Komisi Yudisial dalam upaya menciptakan Hakim yang
berintegritas, harus memberikan peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap

hakim sebagai wakil Tuhan.

Komisi Yudisial masih mengalami hambatan-hambatan mengenai pelaporan
yang masuk ke Komisi Yudisial baik melalui surat-surat tembusan, via pos, online,
ataupun yang datang langsung ke Komisi Yudisial. -

Banyak yang masih belum mengerti dugaan pelanggaran KEPPH tersebut
adalah yang tertera dalam Pedoman Perilaku Hakim yang dibuat oleh Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial. Untuk mencapai sasaran strategis kinerja Komisi
Yudisial, dalam hal menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran

KEPPH, diatur mengenai proses penanganan laporan sampai tindak lanjut

penanganan laporan. Komisi Yudisial dalam melihat ‘capaian kinerjanya, untuk
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mengetahui sudah menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta
perilaku hakim, Komisi Yudisial melihat dari jumlah pelanggaran Hakim yang
melanggar KEPPH. Akan tetapi hal ini belum menjadi landasan yang kuat untuk
Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim. Dalam melakukan kinerjanya, Komisi Yudisial berhak
memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung terkait Hakim yang
melanggar KEPPH. Pada sidang Majelis Kehormatan Hakim, jika kasus Hakim
yang ditangani berasal dari Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial berhak
menjadi Ketua Sidang dalam Majelis Kehormatan Hakim tersebut dan Komisi
Yudisial tidak lagi memberikan sanksi sebatas rekomendasi akan tetapi dapat
memutus langsung sanksi yang diberikan kepada Hakim.

Hal tersebut di atas belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak
perdebatan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait pemberian sanksi
yang memang Mahkamah Agung merasa bahwa seharusnya Mahkamah Agung
yang menjadi tumpu utama dalam pemberian sanksi kepada Hakim yang diduga
melanggar KEPPH. Maka dari itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut
Komisi Yudisial melakukan lokakarya kepada masyarakat dan seminar di daerah-
daerah untuk memberikan kejelasan terkait dengan apa saja yang termasuk dalam
KEPPH. Kemudian dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial memiliki
penghubung daerah untuk membantu dan mengefisienkan pemantauan terhadap
Hakim demi tercapainya efisiensi dan efektifitas yang sesuai dengan harapan.
Kemudian Komisi Yudisial mempunyai banyak jejaring yang terlatth dalam
memantau persidangan. Dalam kewenangannya secara eksternal, Komisi Yudisial
diberikan banyak batasan-batasan dalam pengawasan Hakim sehingga Hakim tidak
akan mendapatkan efek jera untuk kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan
pemantauan. Hal lainnya adalah sifat rekomendasi sanksi yang berujung tidak final
kepada kinerja Komisi Yudisial. Mulai dari pemeriksaan sampai penjatuhan sanksi

seharusnya Komisi Yudisial melakukan kewenangannya secara utuh.

5.2. Saran
1. Kepada DPR diperlukan penguatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

tentang Komisi Yudisial terkait dualisme pengawasan antara Mahkamah
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Agung dan Komisi Yudisial karena dalam hal pengawasan yang dilakukan
oleh kedua lembaga tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya mengawasi
hakim saja melainkan terkait keuangan, administrasi dan lain halnya.
Sedangkan Komisi Yudisial hanya mengawasi Hakim saja sehingga masing-
masing lembaga dapat fokus dan tidak terjadi lagi perbedaan pendapat,

Terkait dengan perbedaan pendapat dalam memeriksa KEPPH, kepada
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diperlukan perubahan peraturan
bersama terkait pemeriksaan bersama karena peraturan tersebut tidak
terlaksana secara baik yang tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 tentang Komisi Yudisial,

Diperlukan pengaturan secara jelas dalam bentuk Peraturan Bersama antara
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memperkuat wewenang
pengawasan Komisi Yudisial yang mengatur secara tegas pembedaan antara
ranah perilaku, ranah teknis yudisial dan ranah administrasi,

Dalam mensikapi keterbatasan wewenang Komisi Yudisial, untuk menjamin
keefektifan Komisi Yudisial perlu dibuatnya pengaturan secara jelas dari
pemeriksaan KEPPPH sampai dengan pemberian sanksi kepada Hakim yang
melanggar KEPPH. Jika pelanggaran didapatkan oleh Komisi Yudisial,
Komisi Yudisial tidak perlu lagi memberikan rekomendasi kepada Mahkamah
Agung, karena hal ini akan secara jelas meningkatkan fungsi dari eksistensi
Komisi Yudisial itu sendiri,

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim, sebaiknya ada pola hubungan yang sinergi dalam
pembagian kewenangan dengan Mahkamah Agung, dalam pengertian bahwa
Komisi Yudisial diberikan kewenangan penegakan Kode Etik hingga dapat
memberikan sanksi, namun demikian dapat diajukan keberatan melalui forum
Majelis Kehormatan Hakim, sefiangkan Mahkamah Agung diberikan
wewenang menjaga dan menegakan perilaku hakim, disamping hal demikian,
dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan
pendidikan dan mengusahakan kesejahteraan hakim, sebaiknya dilakukan

koordinasi yang jelas dengan Mahkamah Agung,
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